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PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 19 TAHUN 2000

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

. bahwa dalam rangka mendukung, meningkatkan, dan

memperlancar terselenggaranya pelaksanaan pemerintshan,
pembangunan , dan pembinaan kemasvarakatan di Desa
secara berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlo
mengeali potensi dan mengatur Sumber-sumber Pendapatan
Desa

. bahwa untuk maksud tersebut hurut a dipandang perlu

menetapkan Sumber Pendapatan Desa dengan Peraturan
Daerah.

. Undang-undang MNomor 13 Tahun 1930 tentang

Pembentukan Duerah-tdaerah Kabupalen Dulam Lingkungun
Propinst Jawa Tengal ;

. Undang-undang WNomor 22 Tahun 1999  teniang

Pemerintaban  Daerah {Lembaran Negara Tahun 1999
Nomaor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839),

. Undang-undang  Nomor 23 Tahun 1959 tentang

Perimbangan Keuangan Antsra Pemerintah Pusat dan
Daerah  { T.embharan negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan [.embaran Negara Nomor 3848 )

. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 4 Tsahun 1999

tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam
MNegeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi
Menetri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa |



5. Kepuntusan Menfen Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999
tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Penistilahan
Dalam  Penyelenggaraan Temerintahan Desa dan
Kelurahan ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999
tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenm Desa ;

Dengan Persetujnan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA
MEMUTUSKAN :

Menetaplkan C PERATURAN DAFRAH KABUPATEN JEPARA TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

BAB 1
EUETENTUAN UMUM
Pagal 1|

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimeksud dengan :

Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara ;

Bupati adalak Bupati Jepara -

Camat adalah camat veape wilavah kerjanva mehlputi Desa-desa yang

bersanghkutan ;

e. Desa adalah kesatuan masvarakai hukum vang memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul
dan adat jstiadat setempat vang diakui nleh sistem Pemerintahan Nasional dan
berada di Daerah :

f Pemcrintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan vang dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Perwalkilan Desa

2. Pemerintah Desa adrlah Petingg: dan Perangkat Desa |
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Badan Perwalatan Desa vang selanjutnyva disebut BPT) adaiah Badan Perwakilan
vang ferdiri aias pemuka-pemuka masyvarakal yang ada di Desa vang berfungsi
mengayomt  adat  istindat, membuat Peraturan  Desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi masvarakat serta melakukan pengawasan terhadap
penyvelenggaraan pemermtahan desa ;

Peraturan Desa adalah semua Peraturan vang ditetapkan oleh Patinggi setelah
mendapatkan persetujuan B3P .

Sumber Pendapatan Dless adnlah Pendapatan Ash Desa, Pendapatan vang
berasal dan pemberian Pemcrintah, Pomerintak Propinsi dan Pemcrintah Dacrah
serta lain-lain pendapatan vang sah dan tidak manaikat ;

kekavaan [esa adalah sepalz kekavaan dan sumber penghasilan bagi Desa vang
bersanghutan :

Swadaya Masvarakat adalsh kemampusn dan suatu kelompok masyarakat
dengan kesadaran dan inisiant sendinl mengadaken usaha kearah pemenuhan
kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang wvang dirisakan dalam
kelompok masvarakat itu .

m_Parfisipasi masvarakat adalah keilutsertaan masvarakat denpan sadar dalam

1.

suatu program © kegiatan ootk mencapa hasit vang ditetapikan ;

Gotong-royong sdalah bentuk kerju sama vang spontan dan sudal melembaga
serta mengendung onsur-unsur timbal balik vang bersifat sukarela antara warga
Dresa dan atau Warga Dasa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan
vang msdenlil  maupun  herkelangsungan  dalam  rangka  meningkatkan
kasejahteraan bersama baile matessil maupun spininul ;

Pungutan Desa adalab segala pungulan baik berupa vang maupun barang oleh
pemerintahan Pesa reritndap masvarakat berdasarkan pertimbangan kemampuan
sosial ekonomi  masvarakat dalam ranpka meningkatkan penyvelengearasn
pemerintahan dan pembanzgunan vane ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB i
JENIS SUIMBIR PENDAPATAN TIESA

Pasgzl 2

Jemis Sumber Pendapatan Dlesn lerdin atas ;

a.

Pendapatan Ash Desa vang meliputl
[} hasil usaha Desa ;

21 hasi kekavaan Desa

3} hasil swadava dan Pariisipas

41 hasl gotong-ron ong
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37 pungntan Desi
63 lam-lam Pendapatan Asic Besa vang sah.
b. Bantuan dan Pemerintah Dasrah vang meliputi ¢
1} bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daeral
2) bagian dari dana Penmbangan Kesuangan Pusat dan Daemsh vang diterima
oleh Pemennlal Daerab .
Bantuan durt Pemerintah Propinsi
Baniuan Pemerintah
Sumbangan dari pihak ketica vang ndak mengikat :
Pinjanan Dosa -
Pembagian keuntungan usuba Badan Usaha Milik Desa,

© e pe

BAR 1Y
PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 3

(1} Pengelolann Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Pemenntah desa dan
hasilnyva menjadi Pendapatan Dhesa,

(2} Pendapaian Desa sebageimans dimaksud dalam aval (1) dikelols melalu
Anpgaran Fendopetan dan Belupp Desa yang digunokan sepenuhaya untuk
menyelenggarakan pemenntahkan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.

BAR IV

PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN SIIMBER-SUMBER
PEHNDAPATAN DESX

Hgean Pertama
PPengenibanaan Sumber-sumber Pendapatan Pesa

Pasal 4
Pengembangan  terhadap  sumber-sumber  pendapatan Desa  dilakukan oleh

Pemenntah Desa dan atau dukuncan Pemerintaly Daerah, Pemenntsh Propinsi dan
Penterintah.




(1

{2}

{1}

(2}

Bagian Kedua
Pengawasan Pengelolaan Sumber Pend apatan Desa

Pagnl 3

Pengawasan willadap pengelolinn sumber pendapatan Desa sehagaimana
dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 dilakukan oleh BPD dan atay lembaga

pengawazan fingsional lamnva
Hasif petigavasan schapaimana Smaksud dalam avat (1) disampaikan kepada
Pemerintah Desa untik ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan vang berlakuy,

BAR W

RIS KEKAYAAN DESA

Pasal G
Jenwis Kekavaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a 2) dapat
meliputi
a, Tanah-tanah kas Desa ;

b, Pasar Desy
Sangunan Mk Desa

¢,
d. Pemandian vmum vang divrus Desa

e. Obvek rekreasi vang dierus Desa ¢

f. Tempat-tempat pemancingan vane dikelola Desa -
u, Jalan Desy ;

h Kuvburan [)csa

1 Lapanuan Desa

i Salwran air milik Desa

o Dam-tain belavean nulil Desa,

Tanan Kas Dess scbagaimana dimaksud dalam avat (1) huruf a yang dialibkan
kepada pihuk lain arsu dipesdukan untuk provek-provek pentbangunan, herus
mendapallon gant berepa tanak dan atan uang yang senilai dengan Tanah Kas
IJesa vang dalibkan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kemajuan
persbanguaan masvarakal Dosa setempal |




(3} Instmst atau pihek lain yang menggunakan atau meminjam Tanah Kas Desa,
wajib memberikan kontribusi kepada Desa vang bersangkutan vang besar
keeilnva ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB V1
PUNGUTAN DESA
Pasal 7

1y Seasla pungutan vang dimanfaatkan sebagai sumber pendapsatan Desa baik
berupa nang dan atan barang yang sifatnya membebani masyarakat ditetapkan
dengzn Peraturan Desa ;

(2} Punguian sebagaimana dimaksud dalam avat (1) adalah pungutan-pungutan
vang betum dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah
Daeraii sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku ;

rit Jlenmis Punautan Desa antars lain -

a. Pungutan yang berasal dan iuren alau sumbangan masyurakal sesuu
dengan mata pencaharfan masvarakat Desa berdasarkan kemampuan
ekanom; ;

h PFuneuian yang berasal dari ongkos cetak surat-surat keterangan dan
adiniiiistras: |

v. Pungutan vang berasal dari perusahaan yang berada di Desa sesuai dengan
B jasitikasi

i Fungalan vang berasal dari transaksi peralihan hak atas tanah dJdan
bunzunen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

t. Pungutan-pungutan lain yang ditetapkan lehih lanjut nleh Pemerintah Nesa :

i) Selain jenis pungulan scbagaimana dimaksud dalam avat (3), Pemcrintah Desa
dapal melabukan pungutan Desa secara sukarela untuk kegiatan sosial tertenty
vunz bersitut mendesak tanpa persetujuan BPD teriebih dahulu -

12} Pelaksanann Punputan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang tala cara
can petigusnya ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.




BAB VII

PENGELOLAAN, PENGADAAN, PEROLEHAN, PENGEMBANGAN,
STATUS HUKUM DAN ADMINISTRASI KERAYAAN DESA

Bagian Pertama
Pengelolaan

Pasal 8

Keuvangan Desa yvang hasilnya berasal dari sumber Pendapatan Desa ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pengelolaannya dilakukan oleh
FPemerintah Desa.

Bagian Kedua
Pengadaan

Paszal ¢

Fengadaan kekayasn Desa dapat berasal dan :

a. Pembelian ;

b. Mendirikan bangunan milik Desa, seperti Pasar Desn, Pemandian Umum, Balai
Pertemuan Desa dan lain-lain,

Bagian Ketiga
Perolehan

Pasgal 10

Perolchan kckayaan Desa dapat berasal dan ¢

3. Pemberian atau bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi ;
b. Pemberian atan bantuan dari Pemerintah Daerah ;

¢. Pemberian atan sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.




Bagian Keempat
Pengembangan

Pasal 11

(1) Pemerintah Desa bersama-sama dengan BFD wayib melakukan wvsaha
pengembangan terhadap kekavaan Desa.

{2} Pengembangan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
dilakukan scnditi olch Pemerintah Desa maupun mengadakan kerjasama
dengan pihak lain yang saling menguntungkan,

Bagian Kelima
States Hukum

Pasal 12

Semua sumber kekavaan Desa sebapaimana dimaksud dalam pasal 6 Status
hukumnya merupakan milik atau aset Desa,

Bagian Keenam
Administrasi Kekayaan Desa

Pazal 13

Data Administrasi kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam asal 6 oleh
Pamerintah Desa dicatat dalam Dafiar Inventaris Kekayaan Desa.

Bab VIII
PENGATURAN PERALIHAN FIINGSI KEKAYAAN DESA
Pasal 14

(1) Kekavaan Desa sebmgaimana dimaksud dalam pasal & ayat (1) dilarang
dialihkan kepada pikak lain. kecuali mendapat persetujuan BPD.

{2y Untuk menjamin agar Desa tidak dirugikan, maka sebelum dilakukan peralihan
kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), barus diadakan
penaksiran atau penetapan harga oich panitia tingkat Desa dengan mengikut
sertakan BPD.




(3)

Eckavaan Desa vang dialihkan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud
dalam avat (1} ditetapkan dengan Peraturan Desa, setelah mendapatican
persetujuan dari Bupati.

BARB IX

PENGAWASAN AN PENGENDALIAN
KLEKAYAAN DESA

Paszal 15

Pengawasan dan Pengendalian terhadap kekayaan Desa scbagaimana dimaksud
dalam Pasal & dilakukan oleh BPD dan atau Lembaga pengawasan fongsional

lainnya.
BAB X
PEMBERDAYAAN POTENSI DESA
DALAM MENINGEKATEAN PENDAPATAN DESA
Pasal 16
(1} Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkotkan pendapatan Desa dapat

{2)

(1)

dilakukan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa, melakukan pinjaman
dan kerjasama dengan pihak lain atau usaha-usaha lsin yang sah.

Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian lebih terhadap Desa-dese yang
tidak memiliki Tanah Kas Desa dan Desa-desa yang kurang mampu dalam
rangka memberdayakan potensi Desa guna menunjang kemandirian desa yang
bersungkutan.
BAB Xi
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Sumber pendapatan dan kekavaan Desa yang berupa tanah kas Desa atau
Bengkok Petinggi dan Perangkat Desa scbelum  berlakunya Peraturan

Fe N
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Dagrah ini vang merupakon penghasilan‘gaj bagl Petinggs dan Perangkat Desa,
ditetapkan menjadi Sumber Pendapatan Asli Desa.

(2) Penctapan Sumber Pendapatan Asli Desa scbagaimana dimaksud dalam ayat
(1) berlaku seteleh ditetapkannya Peraturan Desa fentang keduduken
Keuangan Petinggi dan Perangkat Desa dan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan Jan Belanja Desa.

BAR XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum diamr dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pazal 1Y
Peraturan Diaerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Apar supave setiap orang dapal mengetalwinya, memenntahkan pengundangan
Peramuran Diaerak inl dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 2 Desember 2000

BUPATI JE'ARA

[Pt

Drs. SOENARTO 'ﬂ

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal  Desember 2000

SEKREETARIS DAF,

Drg, HEMPYRO MAR OO
Pembina Tingkat |
WP 010072015

LEMBARAN DAFRAH KABUEATEN JEPARA TAHUN 2000 NOMOR 24
i e

"N
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FENIELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOWMORE 19 TAHUN 2000

TENTANG
SUMBER PEMNDARPATAN DESA
PEMNIELASAN UMIUM.

Desa berdasarkan Undanz-nndane Nomor 22 Tahun 1999 adalah suam
kesatuan masvarakat hukum vang menulik kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakal selempat berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat vane diakui dalam sistem Pemerintahan Masional dan
berada di Daerah Kabupaten.

Desa dapat melakukan perbuatan hukem, baik hukum pidana maupun
hukum perdata, memibtk: kekavaan harta benda dan bangunan, serta dapat
dituniut dan menuntot di lMengadilan,

Untuk itu Petingpi dangan persetziuan Badan Perwakilan Desa mempunyai
kewenangan untuk metalulan perbuatan hukem dan mengadakan perjanjian
wamg safing menguniungian,

Untuk menvelenggarakan kepentingan masvarakat setempat berupa
keptatan pemerintahan dan pembangunan, desa memiiiki sumber pendapatan
berupa pendapatan ash desa. bantuan Pemenntah, Pemerintah Propinsi dan
Pemerintah Kabupaten, Pendapaian Bantuan yeng ssh, Sumbangan Pihak
Ketiza dan Pimpaman Diesa.

Pengaturnn mengens sumber pendapatan desa dimaksudkan untuk
mengarahkan agar pemerintahannva lelih berdaya guna dalam membiayai
penvelenggaraan  pemerintzhan dan pembangunan  desa  serta  upaya
pebestanian sumber pendapatan desa dan pengembangannya. Hal ini penting
dun  untuk  diperhalibens  baresa  pembiavaan  merupakan  bagian tak
terpisahkan dan jalannya pemenntaban dan pembangunan Desa,

Uintuk menindaklanjut: pengatiran sumber pendapatan desa tersebut diatas,
maka safal satu bal vase harus dilaksanskan oleh daerah adalah menetzpkan
Peraturan Daeralt tentasng »umber Pendapatan Desa.
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PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pesal 1 Cukup jelas
Pasal 2 hurufa 1) Yang dimaksud dengan hasil Usaha

Pasal 2 hurufa 2 s/d 6

Paszal 2 huruf b

Pasal 2 huruf ¢

Pasal 2 huruf d

Pasal 2 hurufe

Pasal 2 hmruf £

Pasal 3 s/d 5

desa  adalah  usaha-usaha  yang
dilakukan oleh Pemerintahan Desa
datam rangka meningkatkan
Pendapatan Asli Desa sebagai Sumber
Pendapatan Desa, seperti : Mendirikan
Pasar Desa / Kios, mendirikan
bangunan untuk disewakan dan lain-
lain vsaha sesuai dengan situasi kondisi
masing-masing desa.

Culcup jelas.

Bantuan dari  Pemerintah Daerah
ditentukar  berdasarkan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bantuan dari Pemerintah Propins:
dapal berupa bagisn dari Pajak dan
Retribusi atau berupa bantuan lain
vang ditentukan berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku,

Baptuan Pemerintsh dapat berupa
Ganjaran, Tunjangan Penghasilan
Aparat  Pemerintah  Desa, Dana
Pembangunan Desa atau berupa
hantuan lain sesusi dengan Peraturan

Perundeng-undangan yang berlaku.

Cukup jelas.

Pelaksanaan Pinjaman Desa dapat
dilakukan dengan berpedoman pada
ketentuan  Peraturan  Perundang-
undangan yang berlaku.

Cukup jelas.

.h'l.. N —



Pasal 6 ayat (1)

P'azal 6 ayat (2)

Cukup jelas.

Pengertian Proyek-provek

Pembangunan adalah Proyek

Fembangunan veng dilaksanakan oleh

Pemerintah atau  swasta  vang

menunjang program Pemerintah atau

kepentingan  masyarakat  misalnya
uniuk :

- Pembangunan sarana
Pendidikan, Sosial Budaya dan
Keagamaan ;

- Pembangunan sarana Kesehatan

- Pembangunan sarana Pemerintah
Desa ;

- Pembangunan sarana Kantor
FPemenniah Dess ;

- Pembangunan Perumahan murah
(Perumnas) ;

- Peningkatan Produktifitas
pemaniratan  tanah  (tukar-
menukar) ;

- Dan Pembangunan lainnye vang
bersifat untuk  kepentingan

unim.

Pengertian mendapatkan ganti berupa
uang yang senilai dengan Tanah Kas
Desa vang dialihkan, yaitu bahwa vang
vang diperoleh dari peralihan Tanah
kas Tlesa tersebut harus dibelikan
tanah Kas Desa vang dialihkan,

Yang dimaksud dengan
mempertimbangkan adalah agar Desa
vang melimpahkan tanahnya untuk
proyek Pembangunan tersebut tidak
dirugikan, justru dengan adanya provek
pembengunan tersebut mendapatkan
keuntungan atan ada nilai lebih.



Pasal 6 ayat (3) /d pasal 7
ayat (1) dan (2)

Pasal 7 ayat (3) huruf (a)

Pasal 7 ayat (3) huruf b
sampai dengan hurufe

Pasal 7 ayat {(4)

Pasal 7 ayai (5) s/d pasal 19

Cukup jelas.

Yang dimaksud Sumbangsn juran stau
sumbangen masyarakat adalah yang
berasal dari petani Pegawsi Negeri,
pegawai swasta, burvh, Pengusaha dan
lain-lain yang pemungutannya
disesumkan dengan  kemampuan
masging-masing.

Cukup jelas.

Bahwa setelah Pemenintah Desa
melakuken pungutan karena keadaan
mendesak, seperti bemcana alam,
kebakaran yang sifatnya perlu segera
mendapatkan  penanganan  wajib
mempertanggung jawabkan kepada
BFD.

Cukup jeles.



